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ABSTRAK 

Nama  : Denny Wong Ruitan 

NIM  : 202110110311234 

Judul  :  

 

Pembimbing : Sumali S.H, M.Hum 

    Muhammad Luthfi S.H, S.Sy.,M.H 

 

 Penelitian ini membahas penerapan Asas Reformatio In Melius dalam 

perkara pidana tingkat kasasi, Asas ini melarang pada putusan kasasi untuk 

memperberat posisi Terdakwa, pada penelitian ini ingin menunjukan penerapan 

Asas Reformatio In Melius dengan menggunakan studi kasus perbandingan pada 

putusan Mahkamah Agung nomor 817K/Pid/2017 dengan putusan Mahkamah 

Agung nomor 816K/Pid/2023, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif 

dengan pendekatan kasus antara putusan nomor 817K/Pid/2017 dan putusan nomor 

816K/Pid/2017, pendekatan Asas yaitu Asas Ius Curia Novit dan Asas Fairness, 

dan juga menggunakan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan antara 

putusan 817K/Pid/2017 dengan putusan 816K/Pid/2023 untuk mengetahui 

penerapan Asas Reformatio In Melius pada tingkat kasasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Hakim Mahamah Agung dalam putusan 817K/Pid/2017 

menjatuhkan putusan lebih berat dari 5 tahun menjadi 6 tahun, dikarenakan adanya 

pertimbangan Judex Facti yang belum dipertimbangkan, walaupun tidak ada 

kesalahan dalam penerapan hukumnya, hal ini dinilai melebihi kewenangannya 

sebagai Judex Jurist, sementara pada putusan 816K/Pid/2023, Hakim Mahkamah 

Agung tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, tetapi Hakim 

Mahkamah Agung merubah putusan dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Hal ini 

menunjukan adanya inkonsistensi penerapan Asas Reformatio In Melius dalam 

praktir peradilan, khususnya pada putusan 817K/Pid/2017 Hakim Mahkamah 

Agung yang tidak menerapkan Asas Reformatio In Melius, tetapi pada putusan 

816K/Pid/2023 Hakim Mahkamah Agung menerapkan Asas Reformatio In Melius, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam 

menerapkan Asas Reformatio In Melius. 

 

 

 

Kata kunci : Asas Reformatio In Melius, Putusan Tingkat Kasasi, Judex Jurist, 

Asas Ius Curia Novit, Perbandingan 

 

ANALISIS PEMBERATAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA 

TINGKAT KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM 

PERSPEKTIF ASAS REFORMATIO IN MELIUS STUDI 

PERBANDINGAN ANTARA PUTUSAN NOMOR 817K/PID/2017 

DENGAN NOMOR 816K/PID/2023 
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ABSTRACT 

Name  : Denny Wong Ruitan 

NIM  : 202110110311234 

Title  :  

 

Pembimbing : Sumali S.H, M.Hum 

    Muhammad Luthfi S.H, S.Sy.,M.H 

 

 This study discusses the application of the Reformatio In Melius Principle 

in criminal cassation cases. This principle prohibits cassation decisions from 

aggravating the position of the defendant. This study aims to demonstrate the 

application of the Reformatio In Melius Principle using a comparative case study 

of Supreme Court decision number 817K/ Pid/2017 with Supreme Court decision 

number 816K/Pid/2023. This study uses a normative legal method with a case 

approach between decision number 817K/Pid/2017 and decision number 

816K/Pid/2017, the Principle approach, namely the Ius Curia Novit Principle and 

the Fairness Principle, and also uses a comparative approach, comparing decision 

817K/Pid/2017 with decision 816K/Pid/2023 to determine the application of the 

Reformatio In Melius principle at the cassation level. The results of the study show 

that the Supreme Court judge in decision 817K/Pid/2017 imposed a heavier 

sentence of 6 years instead of 5 years, due to the consideration of Judex Facti that 

had not been taken into account, even though there was no error in the application 

of the law. This was deemed to exceed their authority as Judex Jurist, while in 

decision 816K/Pid/2023, the Supreme Court judges found no error in the 

application of the law, but changed the sentence from 20 years to 10 years, This 

shows inconsistency in the application of the Reformatio In Melius principle in 

judicial practice, particularly in the 817K/Pid/2017 Supreme Court ruling, which 

did not apply the Reformatio In Melius principle. but in decision 816K/Pid/2023, 

the Supreme Court judge applied the Reformatio In Melius Principle. This study is 

expected to contribute to the development of the application of the Reformatio In 

Melius Principle. 

 

Keywords: Principle of Reformatio In Melius, Cassation Level Decision, Judex 

Jurist, Principle of Ius Curia Novit, Comparison 

 

ANALYSIS OF THE AGGRAVATION OF CRIMINAL SENTENCES AT 

THE CASSATION LEVEL BY THE SUPREME COURT FROM THE 

PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF REFORMATIO IN MELIUS A 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN DECISIONS NUMBER 

817K/PID/2017 AND NUMBER 816K/ PID/2023 
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